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Restorasi
untuk Kesejahteraan
dan Martabat Bangsa

“Kami mencita-citakan

demokrasi Indonesia yang matang,
yang menjadi tempat persandingan
keberagaman dengan kesatuan,
dinamika dengan ketertiban,
kompetisi dengan persamaan,

dan kebebasan dengan kesejahteraan.
Kami mencita-citakan sebuah demokrasi
berbasis warga negara yang kuat,
yang terpanggil untuk

merebut masa depan yang gemilang,
dengan keringat dan tangan sendiri.”

- Manifesto Partai Nasdem-
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Sebagai Ketua Tim Pengarah, Rachmat Gobel dan tim berhasil merumuskan visi
pembangunan industri nasional yang tertuang dalam buku Visi 2030 & Roadmap
Industri Nasional yang diluncurkan pada 2007. Ini menjadi catatan tersendiri,
karena bukan hanya melibatkan begitu banyak asosiasi dan membutuhkan waktu
berbulan-bulan, tapi ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Kadin
Indonesia berupaya keras untuk menginventarisasi dan menganalisis data primer
perekonomian dari berbagai sektor.

Visi 2030 & Roadmap Industri Nasional adalah membangun Indonesia menjadi
“Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Yang Tangguh, Yang Makmur dalam
Keadilan dan Adil dalam Kemakmuran. Buku ini merangkum semua hal strategis
yang perlu dilakukan di berbagai sektor ekonomi, termasuk penekanan arti
pentingnya membangun ketangguhan ekonomi rakyat, mulai dari masalah
pangan, pertanian rakyat dan penguatan UMKM sampai ekonomi kreatif berbasis
budaya.

Dari semua itu, mudah dimengerti kenapa Rachmat Gobel berlabuh di Partai
NasDem. Semangat Gerakan Perubahan Restorasi Partai NasDem sesuai dengan
cita-cita Rachmat Gobel sejak lama. Seperti sering diungkapkan oleh
Rachmat Gobel, terjun ke dunia politik adalah bentuk dari
kecintaannya terhadap bangsa, melanjutkan perjuangan
& dan cita-cita pendiri bangsa. .



“Setiap undang-undang haruslah

menjadi fondasi yang kuat

untuk mempertahankan nilai kebangsaan
dalam menghadapi tantangan,

baik yang datang dari kondisi

dalam negeri maupun global.

Untuk itu, dinamika yang harus dibangun
dalam tiap pembahasan undang-undang
harus mencerminkan semangat restorasi
yaitu mengembalikan sekaligus
memperkuat nilai-nilai &

semangat kebangsaan yang diwariskan
oleh para pendiri bangsa.”

- Rachmat Gobel -







Semangat Restorasi
dalam Politik Hukum Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 20 ayat (1) “Dewan
Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan Membentuk Undang-Undang”. Amanah
Undang-Undang Dasar tersebut jelas memberikan wewenang penuh kepada DPR RI
sebagai pembentuk Undang-Undang. Dalam mengejawantahkan kekuasaan
membentuk Undang-Undang tersebut DPR RI memiliki fungsi yang penting yakni
Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi/pembentukan Undang-Undang di DPR RI dimulai
dari proses: Perencanaan; Penyusunan; Pembahasan; Pengesahan; dan
Pengundangan.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menegaskan, kelima proses tahapan
tersebut harus dilalui dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab agar dapat
menciptakan undang-undang yang responsif, dapat memberi ruang yang luas
untuk mendapatkan solusi yang searah dengan amanah konstitusi atau dengan

kata lain sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Undang Undang Dasar 1945 dan
Pancasila.

Sebagai lembaga legislatif, adalah kewajiban DPR untuk memastikan bahwa
pembahasan berjalan sejalan dengan tahapan yang ada, tapi juga menjaga agar
undang-undang yang dilahirkan sesuai dan mampu menjaga nilai-nilai

kebangsaan,

Sebagai payung hukum dari berbagai kebijakan pembangunan bangsa, menurut
Rachmat Gobel, setiap undang-undang haruslah menjadi fondasi yang kuat utuk
mempertahankan nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan, baik yang datang
dari kondisi dalam negeri maupun global. Untuk itu, dinamika yang harus dibangun
dalam tiap pembahasan undang-undang harus mencerminkan semangat restorasi
yaitu i mengembalikan sekaligus memperkuat nilai-nilai & semangat
kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa,

yaitu konstitusi UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar

filosofi kebangsaan, “inilah semangat restorasi yang akan

diperjuangkan dan menjadi panduan politik hukum Partai

Nasdem dalam setiap pembahasan UU di DPR,’

kata Rachmat Gobel.

Wujud kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI dalam
1 menjalankan hak serta wewenang fungsi legislasi
adalah Program Legislasi Nasional 2020-2024.

Dalam hal ini ada 248 Rancangan Undang-

Undang yang telah disepakati. Selain itu juga,

terdapat Program Legislasi Nasional Prioritas

yang ditetapkan dalam setiap tahunnya.
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Untuk itu Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi ke DPR RI pada tanggal 24 januari 2020 melalui surat Presiden (supres)
Nomor : R-05/Pres/01/2020, dari surat Presiden (supres) tersebut ditindak lanjuti oleh
DPR RI pada tanggal 3 Februari 2020 melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus
antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi pada masa persidangan II tahun 2019-
2020 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan tingkat I
antara DPR dan Pemerintah.

Dalam dinamika pembahasan yang terjadi antara Komisi I DPR RI dengan
Pemerintah mengalami kebuntuan, khususnya mengenai otoritas lembaga
independent pengawas perlindungan data pribadi terjadi ketidak sepemahaman
antara fraksi-fraksi yang ikut membahas dengan Pemerintah, dimana Komisi I DPR
RI menginginkan lembaga independen pengawas merupakan lembaga yang
langsung bertanggung jawab kepada Presiden sehingga dalam melaksanakan tugas-
pengawasan dapat dilakukan secara objektif namun di lain pihak Kementerian
Kominfo menginginkan lembaga pengawas tersebut berada dibawah Kementerian.

Melihat permasalahan itu Rachmat Gobel selalu melakukan komunikasi politik
khususnya dengan Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan kader
NasDem serta Komisi I DPR RI, agar adanya titik temu terkait dengan permasalahan
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk
segera disahkan karena masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi.

Perjuangan yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem dimana Rachmat Gobel
dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ikut terus dalam
mendorong serta mengawal Rancangan Undang-Undang tersebut dan akhirnya
membuahkan hasil, dimana pada 20 September 2022 Dalam sidang Paripurna DPR RI
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi
Undang-Undang.

Selain dinamika politik, beberapa waktu sebelum pengesahan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi tersebut Indonesia mengalami kembali kejahatan digital
yang cukup masih berupa pembobolan beberapa website Pemerintah serta
penyebaran dengan sengaja data pribadi masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab “Hacker Bjorka”.

Dalam dunia digital saat ini kehadiran dari Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap
perlindungan data masyarakat, karena tingginya potensi kejahatan yang dilakukan
oleh penyimpan data terhadap pemilik data. Selain itu publik juga menilai bahwa
semangat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi memiliki spirit yang sama dengan Undang-Undang ITE yakni
kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia cyber.

Rachmat Gobel menegaskan, ada 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, yakni :
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Melihat lebih jauh ke dalam substansi dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga, Rachmat Gobel menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang ini
mengatur hal-hal prinsip yang berkesesuaian dengan budaya bangsa Indonesia.

Dalam konteks relasi kerja, Rachmat Gobel berpendapat “relasi kerja antara
pekerja rumah tangga dan pemberi kerja serta jasa penyalur atau penyedia
pekerja rumah tangga haruslah dibangun berdasarkan asas pro justitia agar
memberi perlindungan hukum dan rasa adil terhadap semua pihak”. Dalam hal
kultural, Rachmat Gobel berpendapat bahwa “Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Rancangan Undang-Undang
yang sosio-kultural (mengedepankan kesepakatan kedua belah pihak
berdasarkan kemanusiaan)”.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Rachmat Gobel bersama dengan Anggota Fraksi
Partai NasDem DPR RI Komisi IX Lisda Hendrajoni, menerima perwakilan dari
Organisasi Pendukung Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah (PPRT). Dalam
pertemuan ini perwakilan organisasi tersebut menyampaikan beberapa
permasalahan terkait dengan lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang
Pekerja Rumah Tangga (PPR), yakni :

Pertama, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) telah
diusulkan ke DPR sejak 9 tahun lalu pada tahun 2014, namun hingga kini belum
menjadi payung hukum bagi para pekerja rumah tangga, walaupun sudah masuk
ke Prolegnas Prioritas, namun nasibnya masih belum jelas.

: I
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WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima perwakilan pegiat pembela pekerja rumah tangga dan
pekerja rumah tangga (PRT) di ruang pertemuan delegasi, Gedung Nusantara I11I, Senayan, Jakarta.

Kedua, pada 1 Juli 2020 tujuh Fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan RUU PPRT
menjadi RUU Inisiatif DPR dan Fraksi NasDem DPR RI merupakan yang paling
konsisten mengawal RUU PPRT ini. Dua fraksi mayoritas di DPR RI, yakni Fraksi
Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDIP (FPDIP) menolak membawa RUU PPRT untuk
dibahas di Rapat Paripurna;

Ketiga, beberapa pekerja rumah tangga (PRT) bergabung bersama elemen buruh dan

mahasiswa melakukan aksi secara serentak di lima kota Indonesia: Jakarta,
Medan, Makassar, Yogyakarta dan Semarang pada Selasa 14 Desember 2021.
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Dengan melihat desakan dan kebutuhan publik serta substansi dari Rancangan
Undang-Undang ini yang akan memberikan kepastian hukum dan berkesesuaian
dengan budaya Indonesia, Rachmat Gobel menegaskan, sudah seharusnya jalan
panjang dan terjal dalam menggoalkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
untuk disahkan menjadi Undang-Undang harus diakhiri.

Hal yang terus dilakukan oleh Rachmat Gobel ini seirama dengan upaya dari Fraksi
Partai NasDem yang menugaskan kepada kader-kadernya di Badan Legislasi DPR RI
untuk terus berjuang menyuarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga untuk segera dibahas dan disahkan.

Untuk saat ini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali masuk
dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023, dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 ini
Fraksi Partai NasDemn akan memaksimalkan semua upaya untuk memperjuangkan
di Badan Musyawarah DPR RI dan Sidang paripurna DPR RI agar Rancangan Undang-
Undang ini dapat disahkan menjadi usul isiatif DPR RI dan segera untuk dilakukan
pembicaraan tingkat I maupun tingkat IL
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C. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program
Legislasi Nasional tahun 2021 urutan Nomor 19 dalam proses
harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Racangan Undang-
Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu
Rancangan Undang-Undang yang menjadi usul dari

anggota Fraksi Partai NasDem (Sulaeman L.Hamzah) .
Dapil Papua.

RUU ini pernah dibahas di DPR RI dari tahun 2014 dengan
judul RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak
Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), namun pembahasan-
nya tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR

RI Priode 2009-2014. Pada tahun 2017 dengan substansi
yang tidak jauh berbeda Fraksi Partai NasDem meng-
usulkan RUU Masyarakat Hukum Adat masuk ke dalam
Program Legislasi Nasional Prioritas. Sebagai pengusul,
Fraksi NasDem membentuk Tim Fraksi yang bekerja-
sama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan
penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik.

Pada Priode 2019-2024, RUU Masyarakat Hukum Adat belum
mendapatkan respon baik dari fraksi-fraksi lain yang ada di
DPR RI mupun dari Pemerintah. Hal ini menjadi tantangan ter-
sendiri untuk terus memaksimalkan serta mendorog seluruh
pihak untuk duduk bersama dalam rangka mempercepat
penyusunan serta pembahasan. Fraksi partai NasDem terus
mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas dan
disahkan karena didasari atas kebutuhan “Belum optimalnya
perlindungan bagi masyarakat adat dalam melaksanakan
hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal,

1 baik hak keatas tanah, wilayah, budaya, dan sumber
daya alam yang diperoleh secara turun temurun,

maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain

yang sah menurut hukum adat setempat”.

-

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang juga
merupakan kader Partai NasDem Rachmat Gobel
terus mendorong serta mengawal pembahasan

» RUU Masyarakat Hukum Adat ini. Pada berbagai
kesempatan, Rachmat Gobel selalu menegaskan
bahwa kebutuhan akan Rancangan Undang-
Undang Masyarakat Hukum Adat sangat penting
karena “masyarakat adat perlu mendapatkan
perlindungan yang lebih komprehensif dari negara”.
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“Secara obyektif harus diakui,

potret sosial dan ekonomi bangsa
masih belum sepenuhnya mencerminkan
semangat kemerdekaan

yang tertuang dalam konstitusi kita.
Kita perlu kembali melakukan
penguatan semangat pembangunan
ke arah cita-cita kemerdekaan dan
nilai kebangsaan yaitu kemandirian
dan kemakmuran bangsa

melalui semangat restorasi.

Ini harus tercermin dalam

postur alokasi pendapatan dan belanja
yang disepakati dalam APBN.”

- Rachmat Gobel -







Atas dasar itu dan tantangan pembangunan kedepan, Rachmat Gobel selalu
menekankan arti pentingnya alokasi APBN memberikan prioritas pada tiga sektor,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UKM), kemandirian sektor
pertanian serta sektor pendidikan.

A. Pembahasan RAPBN 2023

Pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) antara DPR RI
dengan Pemerintah Pusat dimulai setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam
Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal 2023 dalam sidang paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).

Pembahasan RAPBN 2023 ini mendapatkan atensi dari Rahmat Gobel terutama
dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait arah kebijakan fiskal nasional di
masa yang akan datang. Ia menekankan pembasahan rancangan anggaran
pemerintah pusat ini agar lebih difokuskan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), industri dalam negeri, dan meningkatkan kualitas SDM
agar pemerintah tidak berpangku pada impor dan pembangunan fisik semata. Hal
ini penting untuk melahirkan APBN 2023 yang lebih efektif dalam mengatasi
berbagai persoalan bangsa saat ini sekaligus memperkuat fondasi perekonomian
dalam menghadapi tantangan ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat menerima Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga tantangan ekonomi di masa yang akan
datang, yaitu pandemi Covid 19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global,
dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika
Serikat. Untuk itu ia menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan, yaitu
akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM,
pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi.
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B. Realisasi APBN 2022

Tahun fiskal 2022, perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan pada
ketidakpastian yang tinggi. Disisi lain, perekonomian Indonesia dituntut untuk
bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim,
peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak
merata.

Oleh karena itu, arsitektur fiskal APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan
fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan
kehati-hatian. Konsolidasi dan reformasi fiskal, harus terus dilakukan secara
menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara
dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-
hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan,
dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Reformasi fiskal disebut harus terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan,
penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan.
Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan
basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi
pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan
fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan
sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk
mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.
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Rachmat Gobel juga menekankan, untuk bisa mencapai sasaran pembangunan
tersebut, kementerian dan daerah harus lebih memprioritas belanja negara pada
produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN), dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk
dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan
pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan
dalam menurunkan angka pengangguran. “Semaksimal mungkin, belanja
kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar
terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor ini akan mempercepat
pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada
PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM. “Insentif
yang lebih besar perlu dialokasi untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak
dari keterpurukan selama pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam perjalanannya, atensi dari banyak pihak termasuk Rachmat Gobel dijawab
dengan kinerja yang cukup memuaskan oleh pemerintah. Kinerja Realisasi belanja
negara per Oktober sebesar Rp. 2.351,1 triliun (75,7%dari pagu target APBN sesuai
Perpres 98/2022 (Pagu)) atau tumbuh 14,2% year on year (yoy). Realisasi Belanja K/L
Rp. 754,1 triliun (79,7% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran
berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin,
jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan
operasional K/L. Sementara Belanja Non-KL mencapai Rp. 917,7 triliun (67,7% dari
Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan
pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan
ASN.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga
ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa
Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan
Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp. 15,6 triiliun per-akhir Oktober.
Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah
ada sebelumnya NDg seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu
sembako, BLT minyak goreng, bantuan Tunai PKL WN, Subsidi
Bunga KUR, dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan
tersebut di- tujukan untuk memberi manfaat lebih besar
dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak
peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai

31 Oktober 2022 mencapai Rp. 679,2 triliun atau
84,4% dari Pagu, tumbuh sebesar 5,7%

year on year (yoy). Alokasi PC

. -PEN tahun 2022 terdiri dari

penanganan kesehatan

[ sebesar Rp. 122,54 triliun,

perlindungan masyarakat

sebesar Rp. 154,76 triliun, dan
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Optimisme tersebut didukung oleh pemulihan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020
seiring penurunan trend kasus dan kematian harian global. Namun pada Juli
hingga Agustus, target tersebut mendapatkan tantangan yang cukup besar akibat
dampak yang masif dari gelombang baru Covid-19 Varian Delta yang mencapai
puncak pada Juli-Agustus 2021.

Hal tersebut diperparah dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang
berpengaruh terhadap volatilitas pasar keuangan global, confidence, serta preferensi
investor global sehingga mempengaruhi aliran portofolio ke emerging market
seperti Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya direspon secara cepat dan tepat
melalui pembatasan sosial dan peningkatan anggaran alokasi Program
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pemerintah
menaikkan alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) menjadi Rp 744,8 triliun atau meningkat 7,1% dibanding Tahun
2020 Rp 695,2 triliun Peningkatan alokasi ini merupakanbagian dari respon untuk
mengurangi tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dunia usaha.

.



Dengan berbagai bauran kebijakan dan stimulus fiskal yang kuat, ekonomi
Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69%. Meskipun jauh dari target sebesar 5%
namun level PDB riil tahun 2021 telah melebihi level masa pra-pandemi di tahun
2019 (101,6%). Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif,
hal ini tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan, yaitu:

- Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,07% menjadi 6,49%.
- Tingkat ketimpangan (rasio gini) menurun dari 0,385 menjadi 0,381.
» Angka kemiskinan menurun dari 10,19% menjadi 9,71%.

« Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,94 menjadi 72,29.

Meskipun mendapatkan banyak apresiasi, Rahmat Gobel memiliki beberapa
catatan kritis terhadap pertanggung jawaban APBN 2021 seperti tertuang pada
beberapa point pandangan umum Fraksi Partai NasDem.
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B wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rahmat Gobel
saat berbincang dengan salah satu
pedagang buah

Dengan latar belakang itulah Rachmat Gobel selalu menyampaikan gagasan tentang
keharusan Indonesia berdaulat di bidang pangan. Bagi Rachmat Gobel pilihannya
adalah “Kedaulatan Pangan”, bukan “Ketahanan Pangan”. Keduanya memiliki
konsep berbeda. “Kedaulatan itu berarti kita bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,
sedangkan ketahanan pangan kita tak perlu memenuhi kebutuhannya sendiri tapi
juga bisa melakukan impor. Jadi konsekuensinya berbeda. Dengan empat latar
belakang tadi, maka pilihannya adalah kedaulatan pangan,” katanya.

Menurut Rachmat Gobel, tak ada negara besar di dunia yang pangan pokoknya
tergantung kepada bangsa dan negara lain. Mulai dari zaman Mesir kuno, Romawi,
Majapahit, hingga di era modern ini. “Soviet runtuh karena tak mampu
menyediakan roti untuk rakyatnya. Saddam Husein jatuh karena tak mampu
menyediakan pangan untuk rakyatnya,” katanya.

Belajar dari kesalahan itu, kini Rusia membangun pertanian dan kebutuhan
pangannya dengan baik. Kini Rusia dan negara-negara satelitnya menjadi pemasok
kebutuhan pangan untuk masyarakat Eropa. Hal itulah yang kini kemudian
dijadikan senjata oleh Rusia dalam menekan Eropa dan Amerika Serikat dalam
perang melawan Ukraina.

Indonesia sendiri selalu ramai mewacanakan pembukaan lahan pertanian 1 juta
hektar maupun pembentukan food estate. Intinya adalah perlunya lahan pertanian
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu problem bagi negara
dengan jumlah penduduk besar adalah kemampuan menyediakan pangan. Hal ini
pernah menimpa Tiongkok (1958), India (1943), dan Ethiopia (1984) yang menderita
dihantam kelaparan. Jutaan orang meninggal. Dunia akan mengalami kesulitan
untuk membantu negara dengan jumlah penduduk besar jika dihantam bencana
kelaparan akibat gagal dalam membangun pertanian.
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Ia mengingatkan, beban dunia semakin berat karena jumlah penduduknya terus
meningkat. Sementara perubahan iklim telah membuat suplai pangan menjadi
sesuatu yang rentan oleh terpaan cuaca. Pada sisi lain, terjadi persaingan
penggunaan produk pertanian antara untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan
bahan baku energi.

“Jadi isunya bukan lagi opsi memilih antara ketahanan pangan dan kedaulatan
pangan, tapi harus kedaulatan pangan. Setelah itu, kita harus memberikan
perlindungan dan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Untuk hal
kedua ini, Badan Pangan Nasional dan BUMN pangan sudah saatnya mengkaji ulang
rumusan kebijakannya. Dunia sedang bergerak menuju ke kepentingan nasional
masing-masing sambil terus menjaga keharmonisan dan kedamaian global,”
katanya.

Rachmat Gobel mengingatkan, tidak boleh ada yang membiarkan rakyat
menghadapi sendiri situasi ini. “Semua harus hadir. Kita tidak bisa cuma bilang:
inilah kenyataan globalisasi. Kita harus mendampingi dan memeluk rakyat agar
rakyat terlindungi,” katanya.

Pada kesempatan lain, Rachmat Gobel mendukung pernyataan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati tentang ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi
gejolak ekonomi global akibat pandemi Covid 19 dan konflik Rusia-Ukraina. “Tapi
dalam jangka menengah dan panjang kita harus waspada terhadap masalah
pangan kita. Juga efisiensi anggaran, serta efektivitas dan penguatan koordinasi
antar lembaga dan kementerian.

Rachmat Gobel mendukung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang
memberikan keterangan tentang kondisi ekonomi Indonesia dengan fakta-fakta
yang optimistik. Hal itu menjawab kegelisahan publik akibat krisis ekonomi yang
berujung pada krisis politik di Srilanka. Pemberitaan sebelumnya juga
menunjukkan ada sejumlah negara yang berpotensi terkena resesi. Pandemi Covid
19 yang disusul konflik Rusia-Ukraina serta iklim kemarau basah juga
mengakibatkan melejitnya harga-harga pangan dan energi, bahkan harga sayuran
pun ikut melejit.
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Sebagai contoh, kata Rachmat Gobel, di Kabupaten Meranti, Riau, ada mie dari
bahan sagu. “Rasanya enak. Jadi saatnya kita beralih seperti Vietnam membuat mie
dari beras dan Jepang membuat mie dari soba. Demikian juga untuk kue-kue, sudah
saatnya mengandalkan tepung yang berbahan lokal. “Hal seperti ini harus menjadi
gerakan nasional.

“Saya sangat peduli soal pangan karena pangan itu soal ketahanan nasional.
Banyak pemerintahan jatuh dan suatu negara roboh karena tak mampu
menyediakan pangan untuk rakyatnya. Kini kita merasakannya setelah ada gejolak
politik global. Kita beruntung bisa menjaga beras walaupun sempat akan diganggu
oleh petualang yang ingin cari duit cepat dengan rencana impor satu juta ton beras.
Alhamdulillah pemerintah dan parlemen berhasil menggagalkannya dan terbukti
kita tak butuh impor. Jika itu terjadi maka petani akan kapok menanam padi
seperti petani kapok menanam kedelai karena tak ada perlindungan dari negara.

Rachmat Gobel mengatakan, APBN Indonesia telah meningkat dengan pesat dan
kemampuan fiskal semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah efisiensi agar dana itu
termanfaatkan secara optimal. Ini antara lain mensyarakatkan koordinasi antar
kementerian dan lembaga yang semakin kuat sehingga suatu program tidak
dibebankan ke satu kementerian atau lembaga saja. “Di sini butuh figur-figur
pemimpin yang kuat. Jangan semua menggantung pada Presiden. Kita sangat
beruntung memiliki Pak Jokowi yang memiliki kepemimpinan yang kuat, namun
masalah Indonesia itu banyak, jadi para pembantunya harus bisa menjadi
penopang yang baik.

Ia sangat mendukung dan mendorong diversifikasi bahan baku pangan berbasis
komoditas lokal, melalui inovasi dan kreativitas. la mengapresiasi inovasi yang
dilakukan sejumlah kalangan seperti lkatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
yang memproduksi mie instan menggunakan bahan baku singkong dengan merek
Mie Haji. “Rasanya enak, lembut, dan juga sehat. Nyaman di perut,” katanya di DPR,
Selasa, 26 Juli 2022.

“Selama ini publik lebih mengenal mie berbahan baku gandum. Di tengah
perubahan iklim dan konflik Rusia-Ukraina, suplai gandum sangat terganggu dan
inovasi mie berbahan lokal ini menjadi bermakna strategis. Penggunaan bahan
baku lokal bagus untuk petani, memiliki dampak pada ekonomi nasional, positif
bagi pemerataan ekonomi dan membantu UMKM untuk memasok beragam bahan
pendukung lainnya. Saya harap ini bisa ditiru oleh produsen mie instan lain agar
beralih ke penggunaan bahan baku lokal.

Rachmat Gobel mengatakan, ke depan pangan akan menghadapi masalah akibat
perubahan iklim dan juga akibat konflik global. Saat ini saja, harga-harga
kebutuhan pangan melonjak akibat kekurangan pasokan karena gagal panen dan
kesulitan distribusi akibat konflik antarnegara. Karena itu, kemandirian penyediaan
bahan pangan merupakan suatu keharusan. “Masalah kedaulatan pangan
merupakan masalah strategis yang harus menjadi kepedulian kita semua.
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C. Minyak Goreng dan CPO

Dalam hal komoditi pangan, negara harus selalu hadir dalam membantu rakyat
agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan mudah. Inilah amanat
konstitusi seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak boleh ada yang lari
dari tanggung jawab.

Rachmat Gobel menekankan, kasus seperti yang terjadi pada awal Januari 2022
yaitu melejitnya harga dan kelangkaan minyak goreng tidak boleh lagi terjadi. Pada
Rabu, 3 Januari 2022, sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel
sudah mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan tentang
kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok sejak dua bulan sebelumnya,
termasuk soal minyak goreng.

Saat itu Ia memberikan keterangan kepada pers tentang kondisi tersebut. Rachmat
Gobel mengingatkan kementerian perdagangan agar bisa mengendalikan harga-
harga barang kebutuhan masyarakat. “Jangan dibiarkan harga terus melambung.
Hidup rakyat kecil lagi susah. Tapi harga telur, minyak goreng, bawang, cabe, sayur,
daging ayam, dan lain-lain malah naik ke langit.

Seperti diberitakan di berbagai media, harga barang kebutuhan sehari-hari terus
naik sejak Desember 2021, seperti harga minyak goreng, telur, dan bawang. “Padahal
Indonesia itu sumber minyak goreng dunia. Kan aneh jika kita tak bisa
mengendalikannya. Bawang pun sudah dibanjiri impor. Berarti ada mekanisme
yang tidak bekerja,” kata politisi dari Partai Nasdem ini.

Rachmat Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020
dan masih terjadi hingga saat itu, paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal itu
bisa dilihat pada situasi di pasar-pasar, di supermarket, jumlah kucuran kredit
untuk usaha mikro, maupun pada tutupnya usaha mikro. “Banyak orang
kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jika situasi ini ditambah dengan
beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari maka mereka bisa gepeng,”
katanya dalam keterangan pers ketika itu. Karena itu, Rachmat Gobel menyarankan
agar Kementerian Perdagangan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait untuk mengendalikan harga, misalnya dengan Kementan
dan Kemenkop dan UKM. “Ini soal personal approach, keterampilan manajerial, dan
kepemimpinan saja. Jika hal itu dilakukan maka masalah harga barang kebutuhan
rakyat bisa diatasi dengan baik.

Rachmat Gobel juga menyatakan, pada 2022 sejumlah tarif dan harga sejumlah
kebutuhan juga diinformasikan akan naik seperti harga gas LPG, tarif listrik, tarif
tol, cukai rokok, bahkan ada rencana menghapus premium dan pertalite. “Semua itu
pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-
hari. Jadi jika tak ada upaya serius dan permanen dalam pengendalian harga, maka
rakyat kecil tak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Karena itu, Rachmat Gobel menyarankan agar Permendag tersebut untuk diperbaiki
dengan memperkuat aspek koordinasi dengan kementerian terkait. “Semua hal
saling terkait. Jadi jangan jalan sendiri saja.
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Kalau kenaikan harga akibat peningkatan permintaan pada akhir tahun, kenaikan
harga normalnya sekitar 10%-15% dan ini berlangsung dalam waktu yang singkat.
“Kalau dilihat dari data, kenaikan harga komoditas pangan dan minuman sudah
jauh sekali dari HET dan sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2 bulan bahkan
lebih,” katanya.

Saat itu Ia juga mengingatkan, tiga bulan mendatang masyarakat juga akan
merayakan hari besar keagamaan yaitu puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Jika
kenaikan harga saat ini tidak bisa segera dikendalikan, bisa dibayangkan harga
komiditas pangan akan semakin melejit dan ini tentu semakin memberatkan
masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap seperti karyawan dan pegawai
negeri sipil.

“Kenaikan upah tahun ini kan tidak besar, kalau harga-harga bahan pokok tidak
turun, tentu akan memberatkan masyarakat pekerja. Selain itu, katanya, kenaikan
harga-harga kebutuhan sehari-hari juga bisa dimanfaatkan sebagian orang untuk
melakukan impor. “Padahal intinya pada masalah koordinasi dan kemauan para
pemangku kepentingan untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Rachmat Gobel.

Apa yang disampaikannya itu, tidak direspon dengan baik oleh Kementerian
Perdagangan.Kondisi di pasar justru makin mengkhawatirkan. Harga minyak
goreng terus melambung. Komoditi inni juga makin sulit dicari. Masyarakat harus
antre untuk mendapatkan minyak goreng. Hal ini tentu ironis, karena Indonesia
adalah penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Bahkan, sebelum
perang Rusia-Ukraina, pengusaha CPO dan minyak goreng merengek kepada
pemerintah untuk dibantu. Ini karena mereka mengalami kesulitan untuk
menembus pasar Eropa. Negara di kawasan ini menilai usaha pertanian kelapa
sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dan mengancam habitat orang utan.
Karena itu, pada 2021, pemerintah membantu pengusaha sawit untuk melakukan
lobi parlemen Uni Eropa. Di sisi lain, pemerintah juga mengucurkan dana bernilai
triliunan untuk subsidi biodiesel berbahan baku CPO. Dengan demikian, produk CPO
Indonesia bisa disalurkan untuk pembuatan biodiesel.

Namun setelah dunia menyerap CPO dan minyak goreng Indonesia akibat embargo
minyak goreng dari Rusia yang berbahan baku bunga matahari dan harga
melambung, justru pengusaha sawit tidak membantu rakyat Indonesia. Permintaan
yang melonjak di pasar global dan diikuti melambungnya harga CPO dan minyak
goreng membuat pengusaha sawit memilih ekspor dibandingkan untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Harga dalam negeri pun ikut melonjak drastis. Karena itu,
Kementerian Perdagangan membuat berbagai langkah namun tetap tak efektif.

Pada pertengah Februari 2022, untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng,
Kementerian Perdagangan mulai menerapkan mekanisme kebijakan Domestic
Market Obligation (DMO) sebesar 20% atau kewajiban eksportir CPO dan turunannya
untuk memasok ke pasar dalam negeri. Seluruh eksportir yang akan mengeskpor
wajib memasok atau mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk
CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300 per kg untuk CPO
dan harga RBD Palm Olein Rp 10. 300 per kg.
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Menurut Rachmat Gobel, ke depan posisi komoditi CPO akan semakin strategis, tidak
hanya untuk menyuplai kebutuhan pangan tapi juga energi. Ini berarti,
pembentukan harga komoditi ini juga akan semakin kompleks, tidak hanya
memperhitungkan demand dan supply pangan, tapi juga untuk kebutuhan untuk
bioenergy baik dalam bentuk biofuels maupun biodiesel.

Menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), dalam periode 2021-2026
permintaan terhadap bioenergy akan meningkat sekitar 28% atau sekitar 41 miliar
liter sehingga menjadi 186 miliar liter. Bahkan untuk menyesuaikan dengan target
Net Zero Emissions 2050, perlu dukungan bioenergy empat kali lipat dari posisi saat
ini.

“Jadi bukan untuk konsumsi saja, kebutuhan untuk bioenergy juga akan naik
tinggi. Akan terjadi trade off antara kepentingan pangan dan energi. Untuk itu
perlu manajemen stok yang kuat untuk menghadapi semua itu agar kepentingan
nasional terhadap setiap sektor dan kelompok masyarakat tetap bisa terjaga
dengan baik.

Rachmat Gobel sebetulnya tak begitu setuju dengan mekanisme subsidi. “Terbukti
harga minyak goreng di warung-warung tetap tinggi. Mereka tak mendapat bagian
subsidi. Jadi sebetulnya subsidinya untuk siapa?” katanya. Apalagi para produsen itu
sudah banyak mendapatkan insentif dari pemerintah, khususnya di masa-masa
sulit seperti di masa pandemi ini. Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan bahwa
penentuan harga itu mestinya dibebankan kepada produsen. “Pemerintah cukup
mematoknya. Lalu mereka yang bertanggung jawab terhadap keseragaman harga.
Saya kan juga pelaku industri, jadi paham bagaimana agar harga di seluruh
Indonesia bisa seragam. Justru di saat seperti ini, nasionalisme itu akan mendapat
bentuknya yang nyata. “Nasionalisme di era globalisasi akan lebih dibutuhkan di
sektor ekonomi. Dari produsen dan pelaku usaha agar jangan rakus sebagai
kapitalis, sedangkan bagi masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. Adapun
bagi penyelenggara pemerintahan harus berpihak kepada masyarakat banyak. Di
situ konteks patriotisme di era globalisasi ini. Indonesia akan maju, besar, dan kuat
jika rasa kebangsaan itu diresapi dan diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat,
Bukan cuma diteriakkan.

Kinerja Industri CPO 2021 dan Perkiraan 2022
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*Ssumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2022 *Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit, 2022
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energi ramah lingkungan yang di antaranya bersumber dari bahan pangan.
Keempat, globalisasi telah membuat dunia mudah terdisrupsi oleh beragam faktor.
“Ke depan masalah pangan akan menjadi kian strategis, bukan lagi soal perut
semata.

Melalui rapat gabungan ini, kata Rachmat Gobel, DPR RI ingin mendapat penjelasan
dari tiap-tiap kementerian bagaimana duduk perkaranya dan apa strateginya dalam
menghadapi semua situasi ini. “Kita tidak ingin ada lempar-lemparan tanggung
jawab antara satu kementerian dan kementerian yang lain.

Rachmat Gobel juga mengingatkan, sebagian besar masyarakat Indonesia berada di
sektor pangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, dan industri
kuliner. “Jadi ini menyangkut lapangan kerja yang besar dan lapangan usaha yang
luas. Selain itu, masih banyak penduduk miskin dan penduduk rentan miskin.
Sehingga jika masalah kebutuhan pokok terganggu, bisa berakibat terpuruknya
masyarakat miskin dan bertambahnya jumlah orang miskin. Karena itu, ia
mewanti-wanti agar jangan main-main dengan masalah pangan. “Perlu solusi
berdasarkan hati nurani dan sistematis. Bukan sekadar impor dan impor. Impor itu
instrumen, bukan strategi dan solusi.

Akhirnya, mulai Kamis, 17 Maret 2022, pemerintah mencabut ketentuan HET dan
menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, sedangkan
untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp14.000 per liter. Setelah pengumuman
itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket
dengan harga sekitar Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per liter.

“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi. Indonesia adalah
negara penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Jadi tidak ada masalah
dengan produksi. Yang jadi masalah adalah meningkatnya permintaan dunia
sehingga harga naik. Pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri
dengan harga lebih mahal daripada menjual ke dalam negeri dengan harga yang
diatur pemerintah. Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun
ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah
batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi.

Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di
angka sekitar Rp 9.000 per liter. Kini harga berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp
24.000 per liter. “Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang
berlimpah dan berlebihan.

Rachmat Gobel mengatakan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
memajukan kesejahteraan umum. Saat ini, di masa pandemi, masyarakat sedang
menderita. Data-data statistik menunjukkan angka kemiskinan meningkat,
pengangguran bertambah, dan kesenjangan kaya-miskin melebar. Dengan
melejitnya harga minyak goreng berarti seperti jatuh tertimpa tangga pula. Secara
sosial-ekonomi ini juga berarti tersedotnya uang dari bawah ke atas. Ini akan
sangat membahayakan bagi ketahanan nasional.
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“Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk itu. Sehingga mulai muncul petani
bawang putih di Humbahas, Solok, Bandung Barat, Cianjur, Majalengka, Garut,
Tegal, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Bantaeng, Malino, Minahasa Selatan, dan
banyak lagi. Tapi dengan impor yang tak terkendali program ini bisa hancur lebur.
Dana APBN yang digelontorkan menjadi sia-sia. Ibarat ada yang menanam, tapi juga
ada yang membinasakan. Kita harus duduk bersama, menata bersama.

Sayangnya, kata Rachmat Gobel, di tengah upaya itu terbit Permendag No 20 Tahun
2021 yang terbit pada 1 April 2021. Dalam Permendag ini ada aturan yang
menghapuskan rekomendasi teknis dari kementerian terkait dan cukup izin dari
Kemendag. “Bawang putih masuk di dalamnya yang tak butuh rekomendasi teknis
dari kementan. Ini tentu bisa mengacaukan program swasembada, karena besaran
impor bisa tak terkoordinasikan dengan produksi petani kita sendiri.

Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan untuk merevisi kembali Permendag No 20
Tahun 2021 tersebut. “Permendag ini sangat tidak memihak pada kemampuan
dalam negeri. Hanya menguntungkan importir saja. Ini sama sekali tak
menghormati daya kreasi. Bertani itu proses budaya yang dalam, penuh nilai-nilai
dan kearifan lokal. Beda dengan importir, cukup modal duit dan selembar izin.

E. Kacang Kedelai

Pada Rabu, 16 Februari 2022, pengurus Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia
(KOPTI)/Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (GAKOPTINDO)
menemui Wakil Ketua DPR RI Bidang Indistri dan Pembangunan (Inbang), Rachmat
Gobel di ruang kerjanya di DPR RI. Mereka dipimpin Aep Syaefudin. Aep mengatakan,
kebutuhan kedelai nasional adalah 3 juta ton, yaitu 1 juta ton untuk pembuatan
tahu dan 2 juta ton untuk pembuatan tempe. Dari 3 juta ton itu, 300 ribu ton berasal
dari kedelai lokal. Kedelai lokal lebih bagus, lebih enak, dan lebih bergizi.

Menurutnya, saat ini ada 20 perusahaan importir kedelai,dua di antaranya
menguasai 60% volume impor. Ia juga menerangkan, harga kedelai per kg sudah
mencapai Rp 11.300 Padahal 2-3 bulan sebelumnya masih Rp 9.000 per kg. Ia juga
menjelaskan bahwa harga patokan pemerintah adalah Rp 8.500 . Saat ini ada sekitar
170 ribu pengrajin tahu dan tempe seluruh Indonesia dengan tenaga kerja mencapai
1,5 juta orang. Aep berharap Indonesia bisa swasembada kedelai, namun petani
selalu frustrasi karena saat mereka menanam harga kedelai langsung dijatuhkan.

Menanggapi hal itu, Rachmat Gobel, meminta Kementerian Perdagangan bisa
menstabilkan harga kacang kedelai. Hal ini untuk memberi ketenangan pada
masyarakat maupun pada pengrajin tahu dan tempe. Tugas Kementerian
Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung
sendiri.

Saat ini harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional,
khususnya di Amerika Serikat. Produsen terbesar kacang kedelai di dunia adalah
Amerika Serikat dan China. Pada 2020, harga kacang kedelai di tingkat konsumen
masih sekitar Rp 8.500 per kilogram. Namun pada 2021 sudah naik menjadi Rp
9.500,- per kg hingga Rp 10 ribu per kg.
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Timwas Perbatasan DPR RI dipimpin Rachmat Gobel tiba di kawasan Pos Lintas Batas Negara Aruk, Sambas,
Kalimantan Barat, Jumat (12/8/2022).

Kegiatan Status  Tidak

Terlaksana

Dengan

Sebanyak 12 kegiatan terdapat di 6
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, 1 di Kementerian
Pertanian, 1 di Kementerian Kelautan
dan Pertanian, 1 di Kementerian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2
di Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

dan 1 di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Kegiatan Dengan Status Tidak
Terlaksana

Sebanyak 12 kegiatan terdapat di 6
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, 1 di Kementerian
Pertanian, 1 di Kementerian Kelautan
dan Pertanian, 1 di Kementerian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2
di Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
dan 1 di Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Untuk di kawasan Motaain, ada dua
kegiatan dengan status selesai yaitu
pengembangan  jaringan  distribusi
listrik di kawasan perbatasan Motaain
dan penanganan ruas jalan Fulur-
Nualain-Henes. Sedangkan di Skouw,
pembangunan sistem penyediaan air

minum dan pembangunan jalan
inspeksi  saluran  irigasi  primer
perbatasan sepanjang 2400 meter

sudah tuntas dilaksanakan.
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D. Profil wilayah Kawasan
Perbatasan Negara di Motaain

Kawasan Motaain ini berada di
Kabupaten  Belu, Provinsi  Nusa
Tenggara Timur. Luas Kabupaten Belu
mencapai 917,98 Km2. Potensinya
adalah pertanian dan perkebunan,
peternakan, dan industri.

Terdiri atas 10 Kecamatan yakni
Kecamatan Atambua Kota, Kecamatan
Atambua Selatan, Kecamatan Atambua
Barat, Kecamatan Tasifeto Timur,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kecematan
Nanaet Duabesi, Kecamatan Lasiolat,
Kecamatan Raihat, Kecamatan
Lakmanen, dan Kecamanan Lakmanen
Selatan.

Motaain ini merupakan salah satu
pintu ekspor Indonesia Timor Leste
dengan komoditas utana semen
portland, sepeda motor, cerutu dan
rokok, minyak kelapa dan olahannya.
Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi
negara terbesar untuk ekspor barang
tersebut ke Timor Leste.

NERACA PERDPAGANGAN

98%
9%
96%
95%
2015 2016 2017 2018 2019 Maret
2020

= EKSPOR = IMPOR

*Sumber. BPS, diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi,
Kemendag RI; 2020.
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Sejak masa perjuangan kemerdekaan, karya sastra telah mampu mengembangkan
kesadaran sosial dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu peran
penting H.B Jassin pada masa perjuangan kemerdekaan ini adalah menerjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia sebuah buku yang berjudul Max Havellar, buah karya
Eduard Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama pena Multatuli.

Buku yang tentang kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda tanah
Hindia Belanda ini, telah menjadi salah satu sumber untuk membangkitkan
tatanan dalam ketidakadilan dari ketimpangan di masa penjajahan. Karya sastra
menjadi kritik, baik terhadap negara, terhadap diri sendiri, maupun terhadap
perkembangan sosial politik agar tidak melenceng dari semangat kemerdekaan.

H.B Jassin, menurut Mahfud MD, juga memiliki integritas, di mana dia telah
melindungi seorang penulis yang dituduh melakukan penistaan agama pada tahun
1968, pada waktu itu sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Saat itu beliau menulis karyanya berjudul “Langit Makin Mendung” yang dimuat di
majalah sastra dengan menggunakan nama samaran Kipanjikusmin. Isinya
dianggap menghina Agama Islam dan sebagai editor majalah Sastra H.B Jassin
diminta untuk menggunakan nama asli penulis. H.B Jassin menolaknya, Ia dibawa
ke pengadilan dan didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
dihukum 1 (satu) tahun.

Selain itu, kata Mahfud, karya HB Jassin yang sangat terkenal yaitu tentang “Al-
Quranul Karim Bacaan Mulia”. Al-Quran berwajah puisi tersebut, lanjutnya, sangat
popular ketika Ia mahasiswa dan setelah itu popular di tengah-tengah masyarakat.

Selain di bidang sastra, H.B Jassin memiliki peran besar untuk menumbuhkan
literasi dengan menjadi redaktur buku dan karya sastra di Indonesia. Ia
menempatkan kritik sastranya lebih bersifat edukatif dan apresiatif, kritiknya
menempatkan pada kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah.

Mahfud MD menegaskan, sebagai Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Ia
menilai, dari catatan hidup dan karyanya, H.B Jassin sudah pantas menjadi
Pahlawan Nasional. Namun penetapannya, tentu harus di dalam suatu prosedur.
Seminar seperti yang digelar ini merupakan salah satu prosedur, tetapi ini belumlah
cukup. Harus ada daerah yang akan mengusulkan, ditentukan apakah diusulkan
dari Jakarta karena H.B Jassin tinggal di Jakarta ataukah dari Gorontalo di tanah
kelahirannya.

“Mau tidak hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui. Setelah diusulkan
oleh Gubernur maka Kementerian Sosial mendaftar nama-nama yang layak untuk
diserahkan kepada Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, yang kemudian dilakukan
perankingan yang akan diserahkan kepada presiden untuk dipilih atau ditetapkan
seluruhnya menjadi Pahlawan Nasional,” kata Mahfud MD.
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Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada Focus Group Discussion ini,
diantaranya;

Melakukan mitigasi dampak krisis berkepanjangan. Konteks dalam negeri
melakukan proteksi dari hulu ke hilir, memastikan semua aktivitas dapat
berjalan lancar.

Problem geopolotik (perang ekonomi, pandemi, perang Ukraina dan Rusia) dunia
harus dipandang sebagai peluang dan tantangan salah satu menjadi penentu
distribusi dan harga komoditas pangan.

Mendesain ulang komoditas pangan demi resiliansi pada keamanan dan
kemandirian pangan serta kedaulatan pangan.

Menjaga stabilitas dan ketersedian stok pangan, termasuk menjaga mata rantai
pasok komoditas pangan, serta Mengurangi dependensi (ketergantungan)
komoditas pangan dari luar negeri.

Membangun persepsi dan transformasi terhadap kemajuan para petani
Indonesia.

Rachmat Gobel mengapresiasi hasil dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan,
Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa persoalan krisis pertanian bukan tanah,
melainkan pada produktivitas, pupuk sebagai faktor kunci yang mendukung
keberhasilan produktifitas pertanian perlu untuk terus diperbaiki penyediaanya.
Rachmat Gobel sendiri telah menginisiasi dilakukannya pilot project penyediaan
pupuk non subsidi yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Pupuk non-subsidi
tersebut disalurkan kepada petani binaan di Gorontalo, Jawa Timur, dan NTT.
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visioner

Pemikirannya selalu mengacu dalam kondisi dan
tantangan jangka panjang dan karena itulah
Rachmat Gobel sangat memperhatikan tahapan target
yang harus dicapai dimasa depan untuk menjadikan
Gorontalo dari daftar 5 daerah termiskin masuk
menjadi 5 daerah termakmur di Indonesia
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passionate

Rachmat Gobel tidak pernah mengeluh dalam
menghadapi tantangan, bahkan secara ikhlas
mengorbankan sumber daya milik pribadi untuk
mencapai tujuan bersama. Sosok yang mempunyai
passion juga selalu tahu apa yang harus dilakukan
untuk mencapai visi dan misi, tanpa harus diminta.
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Menghadiri Pembukaan
Pasar Saham BEI 2022

Wwakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel saat hadir dalam pembukaan
perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada

3 Januari 2022
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Rapat Paripurna
Pengesahan RUU IKN

Wwakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel bersama Pimpinan DPR RI lainnya
saat Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan

RUU Ibu Kota Negara
pada 18 Januari 2022
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Rapat tentang Kelangkaan
Pupuk dengan Dirut PT.
Pupuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel dan Wakil Ketua Komisi IV Rusdi
Masse Mappasessu saat rapat bersama Dirut
PT. Pupuk Indonesia bersama jajaran
tentang langkah antisipasi kelangkaan
pupuk bagi petani,

pada 9 Februari 2022

Februari
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Rapat Koordinasi
Fraksi Partai NasDem
DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan
anggota Fraksi Partai NasDem dalam acara syukuran
sewindu usia Fraksi Partai NasDem DPR RI,

18 Februari 2022
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Maret

Rapat Kerja Gabungan
Terkait Krisis Minyak Goreng

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat

Rapat Kerja Gabungan yang terdiri dari Komisi IV,
Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan mengundang

Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri
Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya o

Mineral (ESDM), di Ruang Badan Musyawarah
terkait krisis minyak goreng,
15 Maret 2022
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April

Meninjau Rencana
Pengembangan Kawasan
Kanal Tamalate Oluhuta Kabila

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan
anggota Fraksi Partai NasDem meninjau rencana
pengembangan kawasan Kanal Tamalate Oluhuta
Kabila Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo
didampingi oleh Wakil Bupati Bone Bolango
Merlan S. Uloli, 4 April 2022
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Meninjau Progres
Pembangunan Waduk
Bolango Ulu - Gorontalo

Wakil Ketua DPR Ri/Korinbang Rachmat Gobel
saat melakukan peninjauan progres pekerjaan
- pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa,
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango,
25 April 2022



Mei
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Lawatan ke Luar
Negerl

Selama bulan Mei 2022 wakil
Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel telah melakukan lawatan
luar negeri ke negara sahabat
diantaranya, Iran, Qatar, Turki,
Jepang



Rapat Internal Fraksi Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam
. rangka untuk mempersiapkan kegiatan
Partal NasDem DPR RI masga sidang di DPRI;{I, ) I\I/)lei 2022g
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Menghadiri Milad PKS

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel mewakili Partai NasDem dalam
acara Milad ke-20 PKS, 29 Mei 2022
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Juni

Talkshow &
Silaturahmi Nasional

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel saat menjadi pembicara dalam
acara talk show Silaturahmi Nasional
2022 bertajuk "Kita Pancasila; Pancasila
Menjawab Tantangan Zaman"

2 Juni 2022

desi P
an Z
“pgncasila Menjawab Tantang

Talk Show



Audiensi dengan KPU RI

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
dan Pimpinan DPR RI lainya dalam audiensi
dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
membahas mengenai persiapan
pelaksanaan Pemilu 2024,
6 Juni 2022

- 385 -






Apel Siaga
Partai NasDem

Wakil Ketua DPR Rl/Korinbang Rachmat
Gobel saat mengikuti acara Apel Siaga
Partai NasDem dalam rangkaian
kegiatan Rakernas Partai NasDem,

16 Juni 2022



Rakernas Rachmat Gobel saat mengikuti acara
A Rapat Kerja Nasional Partai NasDem
Partal NasDemn dalam rangka konsolidasi partai dan

pengumuman bakal calon presiden
Tahun 2022 [emiiu 2024, 15 Juni 2022
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Bertemu dengan
Dr. Tun Mahatir Muhammad

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
bertemu dengan Dr. Tun Mahatir Muhammad
setelah menjadi pembicara pada acara Stadium Generale
dalam rangkaian kegiatan Rakernas Partai NasDem
pada 17 Juni 2022
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Pelantikan
Pimpinan MPR

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel menghadiri Pelantikan Yandri
Susanto Menggantikan Zulkifli Hasan
Sebagai Wakil Ketua MPR RI

30 Juni 2022



Juli

* Menghadiri
HUT ke-76 Bhayakara

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat
Gobel menghadiri Upacara Peringatan Hari
Bhayangkara ke-76 dan menyempatkan diri
menyapa Mantan Presiden dan Wakil
Presiden yang juga hadir pada acara tersebut,
diantaranya Megawati Soekarno Putri, Try
Soetrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla, '
pada 5 Juli 2022.
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Berbelasungkawa
atas Wafatnya Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
turut mengucapkan belasungkawa atas wafatnya
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kedutaan Besar
Jepang di jakarta pada 8 Juli 2022
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Menghadiri Pelantikan
Dewan Komisioner OJK

wakil Ketua DPR RiI/Korinbang Rachmat
Gobel menghadiri acara Pelantikan
Sembilan anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan atau

OJK periode 2022-2027

pada 20 Juli 2022.
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KONFERENS PERS

Orasi limiah Promovendus
Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Menghadiri Penganugeraan Doktor
Kehormatan Surya Paloh

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
menghadiri acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan orasi ilmiah
bertema “MENEGUHKAN POLITIK KEBANGSAAN”

di Universitas Brawijaya, Malang pada 25 Juli 2022
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Agustus

Safari Politik
PDI Perjuangan

Rachmat Gobel saat acara silaturahmi Ketua
DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan
jajaran pengurus PDI Perjuangan di
NasDem Tower pada 8 Agustus 2022
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Rapat Kerja bersama
Menteri Keuangan

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
membahas realisasi APBN 2022 pada 8 Agustus 2022
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Rapat Kerja Bersama
Kemenhub, KemendesPDT
dan Kepala Basarnas

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat menghadiri acara rapat kerja bersama
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Menteri Desa dan PDT Abdul Halim Iskandar
serta Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri
Alfiandi, pada 9 September 2022

I









Oktober

Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan P20

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
mendampingi Ketua DPR Puan Maharani saat
rapat koordinasi persiapan kegiatan P20 bersama
Setjen DPR RI, pada 1 Oktober 2022
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Penutupan
Kegiatan P20

wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat acara penutupan kegiatan P20 bersama
anggota parlemen dari berbagai negara
sahabat pada 10 oktober 2022







November

Papua mekar
menjadi 6 Provinsi

Dalam rangka mempercepat
pemerataan pembangunan
di provinsi Papua saat ini
DPR dan Pemerintah telah
menetapkan Papua menjadi
enam provinsi : provinsi
Papua (Wilayah Adat
Mamta), Papua Barat
(wilayah Adat Bomberai),
Provinsi Papua Selatan
(wilayah Adat Ha Anim),
Provinsi Papua Tengah
(wilayah Adat Mee Pago),
Provinsi Papua Barat Daya
(wilayah Adat Domberai),
pada 17 November 2022.

- 411 -




































	Blank Page

